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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/120/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/
81/Kep/413.013/2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (IUSP)

Menimbang

Mengingat

BAGI KOPERASI DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan, maka pendelegasian wewenang
penandatanganan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)
bagi Koperasi di Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/81/Kep/413.013/2016 perlu dilakukan
penyesuaian dengan menetapkan kembali dalam
Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3501};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah  Nomor  10/Per/M.KUKM/IX/2015
Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah  Nomor  15/Per/M.KUKM/IX/2015
Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah  Nomor  16/Per/M.KUKM/IX/2015
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah oleh
Koperasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 8);



Menetapkan,

KESATU

KEDUA

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Ketentuan diktum KESATU Keputusan Bupati

Lamongan Nomor : 188/81/Kep/413.013/2016

diubah, sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai

berlku_t

KESATU . Mendelegasikan Wewenang
Penandatanganan 1Izin  Usaha
Simpan  Pinjam (IUSP) bagi
Koperasi di Kabupaten
Lamongan kepada Kcpala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Lamongan atas nama
Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Met 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. 8dr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. 8dr. Kepala Dinas Koperasi dan Usahg

Mikro Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;

Bagian  Perekonomian

5. 8dr. Camat se Kabupaten Lamongan
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